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KECAMATAN RANAH PESISIR

Menimbang

Mengingat

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa daiam rangka memberikan kepastian hukum kepada
penyelenggaraan pendidikan forrnal dan informal dalam
rnemberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang
Izin Operasional Penvelenggaraan Pendidikan formal dan
Inforrnal UPT SD Negeri 17 Padang Lairan Kecamatan Ranah
Pesisir';

1. Undang Undang Nomor 72 Tahun i956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang
Undang Drt. Nomor '27 Tahun 1957 {l,embaran Negara
Republik indonesia Tahun 1957|, Undang- Undang Nomor 58
tahun 1958 (tembaran Nagara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OA3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun '2OA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), setragaimana telah bebe-rapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambaha.n
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor aBafl;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasionai Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik
indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diuLrah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 7I, Tambahan
I"embraran Negara Republik Indonesia l{omor Sal0};

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AAT kntang
Pembagian Urusan Pemerintah f)aerah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten I Kota;



'rq+rSwlFst
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib

Belajar {Lembaran Negara Republik lridonesia Tahun 2008

Nomor 90, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 2010 tentang

Pengeloiaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (l,embaran

Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tar]1bahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 66 ?ahun '.2a7o terrtang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendid.ikan (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun',2o21 tentang standar

Nasional Pendidikan;
9. Peraturan lVlenteri I'>endidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2OOZ

tentang Stanriar Prasarana dan Sarana Sekolah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Penclirian,Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan

Dasar Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia lrlomor 77 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta

didik Baru pada taman Kanak kanak, sekolah Dasar,

sekoiah Menengah Pertama, sekolah Menengah Atas, sekolah

Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;

12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan

Nasionai Percepatan Penuntasan wEib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

13. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 43 Tahun 2A16

tentang Kedudukan, susunan organisasi, Ttrgas Pokok,

Fungsi, Tata Keija rlan uraian Tugas Jabatan struktural
Dinas Penanaman Modal dan Peiayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu;

57A I 2851I{mS/BPT-PS I 2Ol7 tentang Penetapan standar

Operasional Prosedur Pelayanan Penzinan dan IVon Perizinan

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

15. Peraturan Bupati. Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pendeiegasian wewenang Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Peiayanan

Perizinan Terpadu Satu Pir:tu Kabupaten Pesisir Selatan;



Memperhatikan

Menetapka:r

KtrSATU

KEDUA

KtrTIGA

Nama
Penyelenggara

Jabatan

l,okasi Sekolah

1. Surat Permohonan Kepaia sekolah uFrl sD Negeri 17 Padang
Laban, tanggal tq Maret 2A21 Perihal Perrnohonan Izfit
operasional Penyele nggaraan Pendidikan Forrnal dan inforn:.al.

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidrkan dan Kebudal'aan
Katrupaten Pesisk seiatan Nomor :alo I 2537DPK-SD.03 I 20 )1
Tanggal 16 April 2O27 tentang Rekomendasi Izin operasional
Sekolah.

MEMU?USKAIII

Memberik an lzin Ope rasional Kepada :

Nama Lembaga : UPf SD IYTGERI 17 PADAITG LABAhI

Jenis Kegiatan : Proses Belajar Tingkat sekolah Dasar (SD)

JASRI , S.Ag

Kepala Sekolah

Padang Laban Kecamatan Ranah Pesisir
Kabupaten Pesisir Selatan.

IzLn Operasionai Penyelenggaraan Pendidikan Forrnatr dan
Informal seLragaimana dimaksud dalarn Diktum KESATU beriaktt
selama Proses Belajar Tingkat sekolah Dasar, sepanjang tidak
mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan dan Peratllrall
Perundang-Unciangan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku se-jak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

AN.

: Painan
: 2i April'2021

21001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bapak Eupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Ketrudayaan Kab. Pessel di Painal;
3. Arsip.


